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GAMBARAN UMUM HUKUM 
HUMANITER INTERNASIONAL 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Hukum perang atau yang sering disebut dengan hukum Humaniter 

internasional, atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang 
sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan 
perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah 
suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah 
yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. 
Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyarafan 
bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan 
umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan 
pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang 
mengatur perang antara bangsa-bangsa. Selanjutnya Mochtar 
Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa tidaklah mengherankan apabila 
perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum 
yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisan-tulisan mengenai hukum 
perang. 

Dalam sejarahnya hukum humaniter internasional dapat ditemukan 
dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. 
Perkembangan modern dari hukum humaniter, baru dimulai pada abad 
ke-19. Sejak saat  itu, negara-negara setuju untuk menyusun aturan-
aturan praktis, yang berdasarkan pada pengalaman-pengalaman pahit atas 
peperangan modern. Hukum humaniter itu mewakili suatu keseimbangan 
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KONVENSI-KONVENSI DALAM 
HUKUM HUMANITER 

 
 

A. PENDAHULUAN 
  

 
(Gambar Napoleon III di Pertempuran Solferino oleh Jean-Louis-Ernest 

Meissonier. Minyak pada kanvas, 1863.) 

 
Konvensi-konvensi dalam Hukum Humaniter memberikan pengaruh 

besar dalam hubungan Internasional suatu Negara baik secara bilateral 
maupun multilateralnya. Kehadiran konvensi internasional terkait hukum 
humaniter memiliki tujuan yang mulia yakni sebagai ajang pertemuan 
yang membahas perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan 
kemanusiaan selama peperangan. Nilai-nilai kemanusiaan dalam 
peperangan terbukti sangat dibutuhkan untuk mengurangi kekejaman-
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A. PENDAHULUAN  
Perkembangan dunia yang semakin global membuat tragedi 

kemanusiaan tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah dalam negeri 
masing-masing negara. Krisis kemanusiaan yang dipicu oleh manusia atau 
bencana alam, ini sudah menunjukkan pentingnya solidaritas global dalam 
rangka menyelesaikan masalah kemanusiaan. Oleh sebab itu, diplomasi 
kemanusiaan semakin menjadi bagian penting dari agenda diplomasi 
internasional (Agung, 2013: 10). 

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah 
satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang 
berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 3 UUD 
1945 :”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hak Asasi Manusia 
adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak 
ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa 
yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib 
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, 
pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat 
dan martabat manusia. 

Perang merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diharapkan 
bahkan dibenci oleh setiap manusia. Keadaan perang yang dimaksud, yaitu 
perang yang membawa kesengsaraan baik semua pihak maupun 
memakan banyak korban luka dan mati akibat perang tersebut. Keadaan 
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KONSEP PERANG DALAM HUKUM 
HAK ASASI MANUSIA 
INTERNASIONAL 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Hukum perang memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban 

manusia. Atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Pada umumnya 
aturan-aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, 
moral dan agama. Aturan-aturan ini antara lain terdapat dalam ajaran 
agama Budha Konfusius, Yahudi, Kristen dan islam. Bahkan pada masa 
3000 – 1500 ketentuan-ketentuan ini sudah ada pada bangsa Sumeria 
Babilonia dan Mesir Kuno. Dalam peradaban bangsa Romawi dikenal 
dengan konsep perang yang adil (just war). Pada zaman dahulu hukum 
Humaniter Internasional disebut hukum perang atau hukum sengketa 
bersenjata 

Menurut Jean Jacques Rosseau pada abad ke 18 dalam buku yang 
berjudul the social contral mengajarkan bahwa perang harus berlandaskan 
pada moral. Konsep ini kemudian menjadi landasan bagi hukum 
Humaniter Internasional. Pada abad ke 19 landasan moral ini dibangun 
oleh Henry Dunant, yang merupakan initiator organisasi Palang merah, 
yang kemudian berhasil menyusun Konvensi Jenewa I tahun 1864. 

Konvensi Jenewa 1864, yaitu Konvensi bagi Perbaikan Keadaan 
Tentara yang luka di medan perang darat, merupakan Konvensi yang 
menjadi perintis Konvensi-Konvensi Jenewa berikutnya yang mengatur 
tentang Perlindungan Korban perang. Pada masa-masa berikutnya 
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ETIKA DAN KONSEP PERANG  
YANG SAH 

 
 

A. ETIKA DAN PERANG: HARUSKAH PERANG BERETIKA? 
Etika merupakan bagian dari filsafat yang termasuk kategori aksiologi. 

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu ethos yang berarti kebiasaan 
atau kehendak baik yang bersifat tetap. Etika dapat juga bermakna 
pemikiran tentang kebiasaan, adat, akhlak, watak, sikap atau cara berpikir. 
Istilah etika pertama kali digunakan dalam filsafat oleh Aristoteles (384-
322 SM) untuk menjelaskan filsafat moral. Dengan demikian etika dalam 
hal ini diartikan sebagai ilmu tentang adat dan kebiasaan. Pada 
perkembangannya etika seringkali diartikan sebagai cabang ilmu yang 
mempertimbangkan perbuatan baik atau buruk. 

Adapun perang ialah salah satu jenis tindakan fisik dan non fisik antara 
dua kelompok (atau lebih) manusia yang biasanya bertujuan untuk 
melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang dalam arti 
sempit sering diartikan sebagai kondisi permusuhan dengan menggunakan 
kekerasan. Perang dalam makna tradisional sering dimaknai sebagai 
pertikaian bersenjata, sedangkan di era modern perang lebih mengarah 
pada superioritas teknologi dan industri. Sepanjang sejarah manusia, 
perang merupakan kejadian yang tidak menyenangkan, karena pasti akan 
memakan korban namun di sisi lain perang merupakan peristiwa yang 
tidak dapat dihindari. Hati nurani manusia berpandangan bahwa melukai 
orang atau bahkan sampai membunuh adalah sesuatu yang tidak dapat 
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PENGEKANGAN DAN 
PELANGGARAN  KEMANUSIAAN 
PADA PERANG DI ERA MODERN 

 
 

A. PENDAHULUAN  
Menguatnya isu Hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM), dewasa 

ini tidak terlepas dari perjuangan panjang untuk menegakkan HAM itu 
sendiri. Perjuangan dan pergerakan HAM telah menjadi agenda yang 
bersifat masif dan universal. Gaungnya HAM  tidak dapat lagi disekat dan 
dibelenggu dengan yang namanya ” kedaulatan Negara’ . Sekalipun 
memang harus diakui , bahwa pada Negara-negara tertentu, masih terasa 
kuat prinsip ‘kedaulatan Negara” dipegang sehingga penegakan HAM 
masih terkendala dengan soal yang satu ini.  

 Secara umum kebaradaan  instrument hukum HAM melalui 
ketersediaan konvensi HAM internasional dengan sarana-sarana 
pendukungnya baik pada level internasional dan nasional telah menjadi  
salah satu alat ukur masalah HAM menjadi perhatian dan keseriusan 
masyarakat dunia. Kendati demikian persoalan HAM dengan berbagai 
aspek pemicunya sampai dengan saat ini terus bermunculan dan seolah 
memberi kesan tak pernah tuntas masalah HAM tersebut. Memang 
disadari bahwa membahas mengenai HAM sama dengan menelusuri 
keberadaan manusia di muka bumi.  Hal ini berelevansi kuat  dengan 
eksistensi manusia dengan Segala hak-hak yang melekat dalam 
integritasnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang membawa hak-haknya 
secara kodrati.  
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KEDUDUKAN DAN PERAN KOMITE 
INTERNASIONAL PALANG MERAH 

 
 

A. PENDAHULUAN   
Jika ingin memahami secara utuh tentang kedudukan, tugas, 

fungsi/mandat, dan peran Komite Internasional Palang Merah atau ICRC 
(International Committee of the Red Cross), berarti kita juga harus 
mengenali keberadaan lembaga internasional itu secara utuh, mulai dari 
cikal bakal pendiriannya hingga mempelajari kegiatan-kegiatannya saat ini. 
Dengan demikian kita akan betul-betul memahami bagaimana sebetulnya 
kedudukan dan peran ICRC dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) 
dengan negara-negara lain terutama dalam kaitannya sebagai penjaga dan 
pengawal HHI.   

Selain itu, membahas keberadaan ICRC pun tidak terlepas dari 
kaitannya dengan keberadaan Gerakan Internasional Palang Merah dan 
Bulan Sabit Merah (The International Red Cross and Red Crescent 
Movement). Mengapa demikian? Karena pendirian ICRC menjadi titik awal 
didirikannya organisasi palang merah di seluruh dunia. Dengan kata lain, 
setelah ICRC berdiri, maka negara-negara lain di dunia turut serta 
mendirikan organisasi palang merah nasionalnya. 

Hingga saat ini Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit 
Merah atau IFRC (The International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies) mencatat ada 192 negara yang menjadi anggota, 
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MELINDUNGI ANAK DARI 
KONFLIK BERSENJATA 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Anak adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi 

anugerah bagi kita semua sehingga anak harus memperoleh penjagaan, 
perawatan, serta perlindungan dari berbagai pihak. Seorang anak menjadi 
sebuah penerus keluarga, bangsa, dan agama. Setiap anak dengan 
demikian secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak–hak sebagai 
manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun dan dimanapun ia 
berada. 

Perlindungan yang diberikan kepada anak merupakan suatu hasil 
interaksi dan interelasi antara fenomena yang ada dan saling 
mempengaruhi (Gosita,1989).Hal tersebut menunjukkan bahwa jika kita 
ingin mengetahui terjadinya perlindungan anak yang baik atau yang buruk, 
tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana 
yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya 
perlindungan anak.. Misalnya saja di Indonesia, perlindungan terhadap 
kesejahteraan anak dapat terlihat secara tidak langsung dalam Undang-
Undang Nomor 6 tahun 1974 disebabkan dalam Undang-Undang Nomor 6 
tahun 1974 tersebut mengatur tentang kesejahteraan bagi semua warga 
negara Indonesia, termasuk kesejahteraan anak. 

Namun, pada kenyataannya, tidak semua wilayah dalam kondisi 
merdeka dan aman sentosa. Masih terdapat wilayah yang masih 
mengalami konflik bersenjata, sehingga perlindungan terhadap anak tentu 
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HAK DAN KEWAJIBAN WARGA 
SIPIL DALAM KONFLIK 
BERSENJATA 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Perlindungan terhadap individu merupakan suatu prioritas dalam 

hukum internasional, dimana Hak Asasi Manusia merupakan salah satu 
standar yang didefinisikan dalam perjanjian-perjanjian internasional dan 
dicantumkan dalam undang-undang nasional terkait hak-hak secara 
prinsipil yang dapat diterapkan baik pada masa perang maupun damai. 
Disisi lain hukum humaniter, khususnya keempat konvensi Palang Merah 
jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977, yang 
mendefinisikan standar-standar minimum untuk konflik-konflik bersenjata 
internasional maupun non- internasional untuk melindungi para 
combatant (khususnya saat mereka terluka atau ditahan sebagai tawanan 
perang), serta rakyat sipil yang terkena dampak konflik-konflik bersenjata. 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun HAM terus berlaku 
valid secara formal pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata, 
cara perlindungan yang sesungguhnya melalui badan-badan HAM nasional 
dan internasional masih terbatas. Walau demikian, Komite Palang Merah 
Internasional, dengan peran kemanusiaannya masih memiliki akses ke 
kamp-kamp tawanan perang dengan cara yang lebih efisien untuk 
melindungi para tawanan perang dari penahanan sewenang-wenang, 
penyiksaan atau perlakuan yang kejam dibandingkan dengan lembaga 
pengadilan dari negara yang diduduki, Pengadilan HAM Eropa atau Inter-
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PERKEMBANGAN 
PENGHORMATAN DAN 
PELINDUNGAN MARTABAT 
MANUSIA DALAM HUKUM HAM 
  
 

A. PENDAHULUAN 
Gagasan mengenai penghormatan dan pelindungan martabat manusia 

pada situasi darurat, termasuk khususnya saat  konflik bersenjata, 
merupakan salah satu gagasan yang cukup tua. Gagasan tersebut 
berkembang sejak ribuan tahun lalu sejak berbagai peradaban kuno yang 
ada di dunia. Seiring berjalannya waktu, gagasan tersebut pun 
terformulasikan di dalam berbagai rezim hukum internasional yang terkait. 
Secara spesifik, rezim Hukum Humaniter dan rezim Hukum Hak Asasi 
Manusia merupakan dua rezim hukum internasional yang banyak 
merangkum gagasan tersebut ke dalam berbagai instrumen hukum di 
dalam masing­masing rezim. Namun demikian, hal ini tidak banyak 
diketahui oleh banyak pihak yang justru menganggap bahwa gagasan di 
atas merupakan sebuah “temuan modern” oleh beberapa negara saja, 
utama nya selepas Perang Dunia II.  Menariknya, tidak hanya bahwa 
gagasan ini bukan barang baru, hakikat dari konsep pelindungan martabat 
manusia ini juga sangatlah universal dan mungkin sekali dapat ditemukan 
di berbagai adat dan budaya di dunia. Artikel ini memiliki dua bagian 
utama permasalahan, yaitu; Pertama, artikel ini akan mengulas secara 
singkat mengenai bagaimana perkembangan penghormatan dan 
pelindungan martabat manusia pada situasi darurat dalam hukum 
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MAHKAMAH PIDANA 
INTERNASIONAL 

 
 

A. PENGERTIAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL 
Kejahatan dalam perang dunia oleh manusia telah banyak 

menimbulkan kerusakan di bumi. Perang dunia I sebagai ulah manusia 
telah menelan korban lebih 40 juta jiwa, sedangkan perang dunia kedua 
mencapai 60 juta jiwa. Pada peristiwa kekejaman seperti ini banyak sekali 
pihak yang seharusnya bertanggung jawab tidak tersentuh oleh hukum. 
Mengadili orang yang terlibat kejahatan di dunia internasional memanglah 
tidak mudah sebab kebanyakan dari mereka akan berkelit pada legitimasi 
kedudukannya di negaranya. Selain itu pengadilan yang ada hanya bersifat 
sementara (dibubarkan setelah mengadili) menyebabkan proses mengadili 
pelaku kejahatan internasional menjadi jauh lebih sulit. Berdasarkan 
pengalaman peperangan, sehingga masyarakat internasional melalui PBB 
(Perserikatan Bangsa-Bangsa) bersepakat untu mendirikan sebuah tempat 
untuk mengadili kejahatan  seperti  agresi, genosida, diskriminasi ras, 
pembajakan, mafia narkoba internasional dan kejahatan lain yang 
melibatkan lingkungan internasional (Sari, 2015).  

Keberadaan hukum pidana internasional menunjukan sebuah asas-
asas yang digunakan oleh masyarakat internasional dalam menjaga 
perdamaian dunia. Hal ini juga menunjukan adanya keberadaan 
mahkamah pidana internasional dengan tata cara tersendiri. Mahkamah 
Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) merupakan 
pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan 
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